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ABSTRAK 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan 

nasional. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak adalah Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong 

rendah, termasuk di Kota Tanjungpinang, meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor peraturan, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh dimensi spiritual, psikologis, dan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kota Tanjungpinang. Dimensi spiritual berkaitan dengan nilai moral dan kesadaran 

batin wajib pajak, dimensi psikologis berkaitan dengan sikap terhadap uang (money ethics), 

sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dan pengaruh lingkungan 

sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam 

merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang lebih edukatif dan 

humanis. 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Dimensi Spiritual, Dimensi Psikologis, Dimensi Sosial, 

UMKM. 

 

ABSTRACT 

Taxes are a crucial source of state revenue to support national development. Micro, Small, and 

Medium Enterprises (MSMEs) are one sector with significant tax revenue potential. However, 

MSME tax compliance remains relatively low, including in Tanjungpinang City, despite the annual 

increase in the number of MSMEs. This indicates that taxpayer compliance is influenced not only 

by regulatory factors but also by non-economic factors. This study aims to analyze the influence of 

spiritual, psychological, and social dimensions on MSME taxpayer compliance in Tanjungpinang 

City. The spiritual dimension relates to taxpayer moral values and inner awareness, the 

psychological dimension relates to attitudes toward money (money ethics), while the social 

dimension relates to tax socialization and the influence of the surrounding environment. This study 

uses a quantitative method with primary data obtained through questionnaires distributed to 

MSMEs in Tanjungpinang City. The collected data are analyzed using statistical analysis to 

determine the influence of each variable on taxpayer compliance. The results of this study are 

expected to provide an overview of the factors influencing MSME taxpayer compliance. 

Furthermore, this research is expected to provide consideration for tax authorities and local 

governments in formulating strategies to improve tax compliance through a more educational and 

humanistic approach. 

Keywords: Taxpayer Compliance, Spiritual Dimension, Psychological Dimension,  

Social Dimension, MSMES. 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup 

negara Indonesia. Pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah 

memerlukan dana yang cukup besar. Pajak, sebagai komponen utama penerimaan negara, 

memiliki peran vital dan semakin diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kas negara. 

Ditinjau dari fungsi pajak sebagai fungsi anggaran, kedisiplinan dan kesadaran masyarakat 

untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangatlah diperlukan. Di Indonesia, 

isu kepatuhan pajak menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat 

memicu tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya 

merugikan negara dengan mengurangi penerimaan pajak.(Fernika Anggitasari, 2023) 

Pajak memiliki peran yang sangat krusial sebagai sumber pendapatan untuk 

membiayai pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan diharapkan tidak hanya 

memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan 

generasi mendatang Ristanti et al., (2022). Salah satu sumber penerimaan pajak yang 

signifikan berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta 

ketentuan perpajakan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UMKM dikategorikan berdasarkan 

jumlah aset dan omzet tahunan. 

Secara umum, menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha Mikro memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta, usaha Kecil memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar dan Usaha Menengah 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar, atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar. 

Ketentuan ini kemudian disesuaikan secara fiskal melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan tarif Pajak 

Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tidak 

melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan 

kemudahan bagi pelaku usaha kecil serta mendorong tingkat kepatuhan pajak tanpa 

menambah beban administrasi. 

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM kota Tanjungpinang, jumlah pelaku 

UMKM di wilayah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel berikut: 
Tabel 1 Data Perkembangan Jumlah UMKM Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024. 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber :https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/ 

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dan 

menjadi komponen terbesar dalam struktur penerimaan nasional. Berdasarkan Laporan 

APBN 2025 (SP-42 Kementerian Keuangan), sektor perpajakan memberikan kontribusi 

sebesar Rp 2.490,9 triliun dari total pendapatan negara yang mencapai Rp 3.005,1 triliun. 

Dengan demikian, kontribusi perpajakan terhadap pendapatan negara mencapai sekitar 

Tahun Jumlah UMKM 

2020 13.492 

2021 14.687 

2022 14.687 

2023 14.873 

2024 15.003 
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82,8%, menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung 

pada optimalisasi penerimaan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak 

UMKM masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan.Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, 

Kecil, serta Menengah (UMKM) dari 64,2 juta unit UMKM di Indonesia, kurang lebih 2,5 

persen ataupun sebanyak 1,6 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya hingga Oktober 

2025.Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih jauh dari ideal dan 

perlu ditingkatkan (Fernika Anggitasari, 2023). 

Mengingat UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia, akan 

menarik untuk menyelidiki fenomena kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan 

UMKM. Hal ini khususnya berlaku di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, di 

mana tingkat kepatuhan pajak menurun meskipun terdapat pertumbuhan UMKM setiap 

tahunnya. Tabel 1.2 di bawah ini memberikan analisis menyeluruh mengenai tingkat 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjung Pinang. 

Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Agar 

sistem ini berjalan efektif, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tanggung jawab besar dalam 

memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan yang optimal kepada masyarakat. 

Dasar hukum utama penyelenggaraan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang kemudian diperbarui dalam UU HPP 

No. 7 Tahun 2021. UU HPP juga mengharmonisasikan beberapa ketentuan penting, 

termasuk perubahan pada UU PPh, UU PPN dan PPnBM, serta pengaturan baru seperti 

Pajak Karbon dan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP).(Nungki Prawita Sari et al., 2024) 

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yakni faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri Wajib Pajak, seperti 

kesadaran, moral, dan sikap terhadap pajak. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi 

lingkungan, sistem administrasi, serta sosialisasi dan pelayanan pajak. Dalam konteks ini, 

sanksi perpajakan juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan (UU 

KUP). Sanksi yang tegas namun adil dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan secara sukarela. 

Selain itu, dimensi moral dan spiritual turut berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan 

pajak. Aspek spiritualitas dapat menjadi motivasi intrinsik bagi seseorang untuk membayar 

pajak, melaporkan pendapatan dengan jujur, dan memahami fungsi pajak dalam kehidupan 

bernegara. Individu dengan tingkat spiritualitas tinggi cenderung lebih patuh terhadap 

ketentuan hukum yang berlaku Nungki Prawita Sari et al., (2024). Spiritualitas berperan 

dalam membentuk kesadaran moral yang menjadi dasar seseorang bertindak etis, termasuk 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Di sisi lain, faktor psikologis seperti money ethics atau sikap terhadap uang juga 

memengaruhi perilaku perpajakan. Individu dengan keterikatan tinggi terhadap uang dapat 

terdorong melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan gaya hidupnya. Etika 

terhadap uang yang terlalu kuat dapat menimbulkan perilaku tidak etis dalam hal 

kepatuhan perpajakan, sehingga penting adanya pembinaan dan sosialisasi untuk 

menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab (Pramukty, R. et al., 2020). 

Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga bergantung pada efektivitas sosialisasi 

perpajakan. Sosialisasi berfungsi untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai 

hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Menurut Afandi et al., (2024) 

sosialisasi perpajakan yang efektif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak 

terhadap regulasi serta memperkuat kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 



474 
 

Berdasarkan uraian di atas, kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih menjadi isu 

penting yang perlu mendapat perhatian. Variasi hasil penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya dimensi spiritual, 

psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Dimensi 

Spiritual, Psikologis, dan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota 

Tanjung.” 

 

METODE 

Menurut Sugiyono, (2022) penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan dan pengaruh antar variabel yang 

dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Jenis 

penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab- akibat antara 

variabel bebas (independen), yaitu dimensi spiritual, psikologis, dan sosial, terhadap 

variabel terikat (dependen), yaitu kepatuhan wajib pajak. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang memungkinkan 

responden memberikan tingkat persetujuan terhadap sejumlah pernyataan yang mewakili 

setiap variabel dalam penelitian. Sebelum digunakan secara luas, instrumen penelitian ini 

terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa alat ukur 

tersebut sahih dan konsisten. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan 

metode analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji seberapa 

besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi 

syarat kelayakan analisis statistik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai peran dimensi spiritual, 

psikologis, dan sosial dalam membentuk tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku 

UMKM di Kota Tanjungpinang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Sugiyono, (2022) penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan dan pengaruh antar variabel yang 

dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Jenis 

penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab- akibat antara 

variabel bebas (independen), yaitu dimensi spiritual, psikologis, dan sosial, terhadap 

variabel terikat (dependen), yaitu kepatuhan wajib pajak. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang memungkinkan 

responden memberikan tingkat persetujuan terhadap sejumlah pernyataan yang mewakili 

setiap variabel dalam penelitian. Sebelum digunakan secara luas, instrumen penelitian ini 

terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa alat ukur 

tersebut sahih dan konsisten. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan 

metode analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji seberapa 

besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi 

syarat kelayakan analisis statistik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat 
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memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai peran dimensi spiritual, 

psikologis, dan sosial dalam membentuk tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku 

UMKM di Kota Tanjungpinang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dimensi spiritual, 

dimensi psikologis, dan dimensi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Tanjungpinang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dimensi spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Tanjungpinang 

2. Dimensi psikologis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Tanjungpinang.  

3. Dimensi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Tanjungpinang 

4. Dimensi spiritual, dimensi psikologis, dan dimensi sosial secara simultan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tanjungpinang.  

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini,maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

Saran Praktis 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Diharapkan dapat meningkatkan strategi 

pembinaan dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM dengan pendekatan yang 

lebih komprehensif, tidak hanya menekankan pada aspek sanksi dan administrasi, 

tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Pendekatan berbasis 

nilai moral, kepercayaan, dan norma sosial diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak secara berkelanjutan.  

2. Bagi Pelaku UMKM Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap 

pembangunan negara. Selain itu, pelaku UMKM juga diharapkan dapat membangun 

sikap positif terhadap pajak serta memanfaatkan lingkungan sosial yang mendukung 

untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.  

3. Bagi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan 

instansi perpajakan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku 

UMKM, khususnya melalui kegiatan edukasi perpajakan yang melibatkan komunitas 

UMKM dan tokoh masyarakat setempat. 

Saran Akademis 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan 

variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti 

tingkat penghasilan, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, atau 

pemanfaatan teknologi perpajakan. 

2. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang 

berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau metode campuran (mixed methods), agar 

dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak 

UMKM.  

3. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan lokasi 

penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas. 
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